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ABSTRAK

Perkara nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk adalah salah satu perkara yang
ditangani oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada perkara tersebut
Pemohon (suami) mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon (istri)
yang telah hilang (mafqid) dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2010.
Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya. Terhadap proses
penyelesaian perkara ini hakim tidak menjadikan mafgud sebagai bagian dari
pertimbangan akan tetapi dalam posita disebutkan bahwa Termohon telah hilang
dan tidak diketahui keberadaannya. Disebutkan juga bahwa hakim terhadap
pertimbangannya menititikberatkan perkara ini pada Pasal 19 huruf (f) peraturan
pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1
tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus
menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam posita perkara tidak disebutkan
telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon.
Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum
positif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0396/Pdt.
G/2016/PA. Yk

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan
menggunakan pendekatan normatif-yuridis.. Penulis menggunakan teknik
dokumentasi serta wawancara terarah pada hakim yang memutus perkara nomor
0396/Pdt. G/2016/PA. Yk. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif
menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk memperoleh kesimpulan tentang
dasar hukum, pertimbangan serta analisis hukum Islam terhadap dasar hukum dan
pertimbangan yang digunakan dalam putusan perkara cerai talak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta terhadap perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk telah memberi izin
Pemohon menceraikan Termohon. Hakim mendasarkan pada undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan
perkawinan dan maslahah. Hal ini tidak terlepas dari fakta persidangan yang
ditemukan bahwa awalnya hakim melihat perkara ini diakibatkan karena hilangnya
Termohon namun setelah diteliti dari keterangan Pemohon ditemukan bahwa
sebelum perginya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama antara
Pemohon dan Termohon telah ada pertengkaran antara keduanya. Berdasarkan
fakta persidangan tersebut permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai
Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI. Menurut penulis dasar dan pertimbangan hukum
hakim tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perceraian, Mafqid, Maslahah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Kosonan Tunggal

I-Aur;tgf Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
o Ta T Te
& Sa’ S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh Ka dan ha
2 Dal D De
A Zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er
D Zai V4 Zet
o Sin S Es
8 Syin Sy Es dan ye
o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad D De (dengan titik di bawah)
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viii

b Ta’ T Te (dengan titik di bawah)
L 7a’ Z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
< Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
&l Kaf K Ka
J Lam L El
B Mim M Em
o Niun N En
3 Wawi W W
A Ha’ H Ha
e Hamzah h Apostrof
¢ Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
3354 Ditulis Mawaddah
O Ditulis Bihinna
C. Ta’ Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h.
FRN Ditulis Hikmah
e Ditulis “Illah

viii



(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali

dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh

maka ditulis dengan h.

;L}B‘Y\ ;.Z\JS

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

BELS) Ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
fathah Ditulis a
Jad Ditulis Fa’ala
kasrah Ditulis I
Be Ditulis Zukira
dammah Ditulis U
Lak Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
' alals Ditulis Jahiliyyah
Fathah + ya’ mati Ditulis A
? P Ditulis Tansa
3 | Kasrah + ya’ mati Ditulis I




Juadh Ditulis tafsil
Dammah + wawu mati Ditulis U
) Jylal Ditulis Usl
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Al
' Sl Ditulis az-Zuhaili
Fathah + wawu mati Ditulis au
i aall Ditulis ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al Ditulis a’antum
Cie Ditulis u’iddat
2R ol Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Biladiikuti huruf gomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

ol Al

Ditulis

Al-Qur’an

ekl

-

Ditulis

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

o1l

Ditulis

as-Sama’

LR a:.“

Ditulis

asy-Syams
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Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisanya.

s alls 53 Ditulis Zawi al-furaid
ALNal Ditulis Ahl as-Sunnah

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalm EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk
menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah

huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

43 03 Al Jlas)) el Ditulis Syahru Ramadan al-laz1
oloall unzila fih al-Qur’an

. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,
Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga yang aman,
nyaman dan tenteram, dalam arti lain bahwa dalam kehidupan rumah tangga
harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling
melindungi dan saling sayang. Setiap anggota keluarga suami, istri dan anak-
anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta,
penuh kasih sayang dan penuh ketenteraman.!

p o8l LY Gl 3 o an 5 5 90 oS Jan g Laall |5l a5 51 Sl (e oS 318 0 43T g

20y 5 R4

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan perkawinan adalah:

1. Menjaga kemaluan suami istri dan membatasi pandangan masing-masing
diantara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya tidak
mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.

2. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba
Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya, sehingga terealisasi
kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai

aktivitas kehidupan.

! Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013),
him.68.

2 Ar-Rum (30): 21.



3. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud perkenalan antar sesama, saling
sayang menyanyangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah
dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang
tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak
ada hak dan kewajiban.

4. Dengan pernikahan dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara
suami istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam
hidupnya, berbagi rasa dengannyadalam suka dan duka, dalam kelapangan
dan kesusahan.

5. Dalam pernikahan terdapat rahasia llahi yang sangat besar, yang terwujud
secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah
menetapkan kebersamaan, maka di antara suami istri akan muncul makna-
makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan di antara kedua
teman kecuali setelah bergaul sekian lama. Makna inilah yang disyariatkan
Allah dalam QS. Ar-rum (30): 21

6. Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus
karena bersatunya suami istri yang sekaligus menjadi benih tegaknya
masyarakat.®

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya
sampai matinya salah seorang suami istri. Namun dalam keadaan tertentu
terdapat hal-hal yang mengharuskan putusnya sebuah perkawinan, dalam arti

bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi.

3 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), him. 28.



Dalam hal ini putusnya perkawinan adalah sebagai langkah terakhir dari usaha
melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu
jalan keluar yang baik.*

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak
keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”.
Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif
tentang perceraian menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus
hubungan perkawinan di antara mereka

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu
kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan
yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum
putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.>

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu
yang diatur di dalam undang-undang perkawinan. Untuk dapat dikategorikan
sebuah perkawinan itu putus harus ada beberapa sebab yang telah diakomodir
pada Pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

a. Kematian
b. Perceraian

c. Putusan pengadilan

4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Figh Munakahat Dan
Undang-Undang, (Jakarta: kencana), him. 190.

> Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: sinar Grafika, 2014), him. 16.



Perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak baik itu suami atau istri
mengajukan gugatan perceraian. Gugatan harus memenuhi alasan-alasan
perceraian sebagaimana diatur pada undang-undang nomor 1 tahun1974 tentang
perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri

6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 116 terdapat beberapa
ayat tambahan yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau
murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga sebagai

alasan perceraian.®

6 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fagih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,
(Yogyakarta: Gama Media), him.105-106.



Salah satu alasan dapat melakukan perceraian pada undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 ayat 2 di atas adalah salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
Dalam keadaan salah atu pihak suami atau istri telah meninggalkan rumah atau
tempat kediaman bersama dalam jangka waktu dua tahun secara berturut-turut
tanpa adanya alasan yang jelas tentang kabar keberadaan dirinya disebut mafqid.

Mafqid menurut istilah syara’ adalah orang yang sudah jauh dan tidak
ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula
apakah ia masih hidup atau sudah mati.”

Menurut Subekti, jika sesudah lima tahun terhitung sejak hari
keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan
kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada
kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang-orang Yyang
berkepentingan, dapat meminta kepada Hakim supaya dikeluarkan suatu
pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang meninggalkan tempat
tinggalnya itu “dianggap telah meninggal”. Sebelum Hakim mengeluarkan suatu
pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum
(antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi
paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengarkan saksi-saksi

yang dianggap perlu untuk mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang

" Mahmoud Syaltout dan M Ali As-Sayis, Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Figih,
alih bahasa H. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), him.246.



meninggalkan tempat tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu ia dapat
menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi
panggilan umum.®

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Pengadian Agama Yogyakarta
perkara cerai talak Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA. Yk dalam perkara tersebut
dilatarbelakangi oleh mafgudnya (hilang) istri yang disebabkan adanya suatu
musibah yang terjadi di pantai Goa Cemara Bantul, diketahui bahwa istri pergi
menginap di rumah orang tuanya bersama anaknya, keesokan harinya
berpamitan pergi untuk membeli susu, akan tetapi sampai seharian tidak kunjung
pulang dan keesokan hari keluarga mendapat kabar bahwa anaknya telah
ditemukan meninggal dunia oleh nelayan di Pantai Goa Cemara Bantul
sedangkan istri dinyatakan hilang karena diketahui pada saat pamitan
meninggalkan rumah bersama dengan anaknya. Hingga sekarang tidak pernah
pulang atau memberi kabar berita tentang keberadaannya. Selang kepergian istri
dari tempat kediaman bersama selama 6 tahun tanpa adanya alasan dan kabar
berita tersebut membuat hubungan suami istri yang telah terjalin harmonis dalam
kondisi ketidakpastian sehingga membuat suami mengajukan cerai talak ke
Pengadilan Agama Yogyakarta.

Terhadap proses penyelesaian perkara Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA. Yk
dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menjadikan mafqid sebagai
pertimbangan dalam melihat perkara tersebut. Akan tetapi dalam posita perkara

disebutkan bahwa telah terjadi suatu musibah di Pantai Goa Cemara Bantul yang

8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1994), him.58



mengakibatkan istri hilang (mafqid). Inilah kemudian menarik untuk melihat
ljtihad Majelis Hakim yang pada amar putusan memberikan izin suami untuk
menjatuhkan talak terhadap istri.

Disebutkan juga bahwa majelis hakim terhadap pertimbangannya
menititikberatkan perkara ini pada Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah (PP)
nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam posita perkara tidak disebutkan telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami dan istri
bahkan keadaan rumah tangga keduanya berjalan harmonis. Dari sini bisa dilihat
bahwa pertimbangan hukum yang dipakai Majelis hakim Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam sepertinya kurang tepat karena tidak pernah terjadi
perselisihan dan pertengkaran di antara suami dan istri secara terus menerus.

Penulis memilih menjadikan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Yk sebagai bahan penelitian karena perkara
perceraian yang disebabkan karena mafqudnya istri jarang terjadi di Pengadilan
Agama Yogyakarta, sehingga menarik untuk mengetahui proses persidangan
yang terjadi.

Urgensi penelitian ini dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat
bermanfaat sebagai langkah memahami teori hukum baik hukum Islam maupun

hukum positif dan realita perceraian karena mafqud. Dalam bentuk kepentingan



praktis, hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu dasar
penemuan dan pembentukan hukum positif di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penyusun tertarik untuk
meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana dasar hukum dan pertimbangan
Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk serta
bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan Hakim dalam
memutus perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk dalam skripsi yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Karena
Istri Mafqiad (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

0396/Pdt. G/2016/PA. Yk).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar hukum
dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0396/Pdt.

G/2016/PA. Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



a. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Yogyakarta dalam memutus perkara 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk
tentang cerai talak akibat istri mafgiid.

b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap
dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
dalam perkara cerai talak akibat istri mafqid.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
khazanah keilmuan tentang perceraian terkhusus dalam permasalahan
atau pembahasan perceraian yang di sebabkan karena istri mafqid.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau
pertimbangan bagi penetapan suatu permasalahan yang serupa terhadap

penelitian ini.

D. Telaah Pustaka
Dari beberapa hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, tidak
banyak menemukan tulisan yang secara khusus membahas tema mengenai
alasan perceraian karena istri mafqid (hilang). Namun penyusun mencoba
menelaah dari berbagai literatur yang tentunya berkaiatan dengan judul ini,
sehinga dapat menghasilkan penelitian yang memuaskan.
Adapun dalam bentuk karya ilmiah, antara lain: Pertama, karya Sofia

Hardani dengan judul “Perkara Mafqiid Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau
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Dalam Perspektif Keadilan Gender”.® Dalam Karya ini penulis mengungkapkan
bagaimana kasus-kasus mafgiid yang terjadi sangat terkait dengan kondisi
personal dan kondisi rumah tangga pasangan. Hal ini meliputi tingkat
pendidikan, tradisi, usia perkawinan, pekerjaan dan hubungan dalam rumah
tangga. Dalam perspektif gender, ghaibnya suami adalah salah satu bentuk
perbuatan yang zalim dan tidak bertanggung jawab. Perbedaan dengan skripsi
penulis terletak pada analisis, penulis menggunkan analisis hukum Islam dan
hukum positif.

Kedua, karya Harry Kurniawan dan Maisuriati dengan judul “Dasar
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafgid” *°
Dalam karya ini dijelaskan bahwa putusan Hakim mengenai permohonan cerai
gugat dengan alasan suami mafqiid tidak selalu berpatokan kepada Pasal 116
KHI dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
di luar kemampuannya. Dalam prakteknya Majelis hakim tidak selalu menunggu
dua tahun terhadap perkara mafqgiid, bahkan kurang dari dua tahun, seperti
putusan nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn. Majelis hakim melandaskan
pertimbangan yang paling fundamental terhadap kepentingan terbaik bagi istri

dan masa depannya dalam penantian yang tak pasti. Perbedaan dengan skripsi

® Sofia Hardani, “Perkara Mafgiid Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau Dalam
Perspektif Keadilan Gender,” Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, vol 17, NO 2, 2018.
http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4810/3769.

10 Harry Kurniawan dan Maisuriati, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara
Cerai Gugat Suami Mafqad,” Al-Murshalah, vol 3, No.1, 2017.
http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/86



http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/86
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penulis terletak pada nomor perkara yang sedang dikaji dan subjek perkara.
Penulis mengkaji Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor.
0396/Pdt.G/2016/PA.YK) dengan subjek istri mafqud.

Ketiga, Anas Arif Wibowo, dengan judul “Tinjauan Normatif Yuridis
Terhadap Dasar Hukum Dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan
Perkara Cerai Talak”.!' Dalam karya ini dijelaskan bagaimana pertimbangan
Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai talak terhadap pasangan yang
berawal dari akibat dispensasi nikah dari pengadilan. Dispensasi nikah yang
dikabulkan Majelis Hakim oleh karena pasangan tersebut hamil di luar nikah.
Sehingga perceraian yang terjadi bukan karena kesalahan Hakim dalam
penetapan izin nikah yang kurang mempertimbangkan kemadaratan akan tetapi
perceraian disebabkan karena tidak adanya pondasi yang kokoh sebelum
menikah, kurang memiliki kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan
kehidupan rumah tangga. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada kasus
alasan cerai talak yang diajukan. Alasan cerai talak yang diajukan pada skripsi
penulis akibat mafqudnya istri.

Keempat, Ikhsan Nur Rizgi, dengan judul “Analisis Maslahah Terhadap
Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak Ex Officio Terhadap Hak-Hak

Istri Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Bantul Pada Tahun 2012-

UAnas Arif Wibowo, “Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Dasar Hukum Dan
Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak™ skripsi Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
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2014).12 Dalam Kkarya ini dijelaskan bagaimana Majelis hakim memutus perkara
yang tidak digugat atau memberikan daripada selain apa yang digugat. Namun
Hakim dalam memberikan putusan telah menerapkan hak ex officio terhadap
hak-hak istri dalam cerai talak. Bahwa Majelis hakim dalam penerapan hak ex
officio untuk menciptakan rasa keadilan, adanya ketertiban hukum,
menempatkan harkat perempuan pada proporsinya. Hakim dalam memutus juga
berdasarkan keadilan dan maslahah mursalah, sehingga mewujudkan
kemaslahatan kepada bekas istri akibat cerai talak, sebagaimana dengan
memenuhi dan mewujudkan unsur pokok (ad-daruriyah alkhamsah), yaitu:
menjaga agama, menjagajiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga
harta. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada analisis yang digunakan,
penulis menggunakan analisis hukum Islam dan hukum positif.

Kelima, Idham Abdul Fatah dengan judul “Putusan Pengadilan Agama
Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri Mafgid”.
Dalam karya ini penulis hanya ingin mengetahui bagaimana pertimbangan
Majelis Hakim terhadap aperkara cerai talak dengan alasan istri mafqiid karena
kasus mafqudnya seorang istri jarang terjadi dan ulama figih belum
membahasnya secara eksplisit dimana kebanyakan mengarah kepada suami yang

mafqud. Terhadap karya ini, ketidakharmonisan dalam rumah tanggalah yang

12 Jkhsan Nur Rizqi, “Analisis Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
Menerapkan Hak Ex Officio Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA
Bantul Pada Tahun 2012-2014)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2015.

13 |dham Abdul Fatah, “Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai
Talak Dengan Alasan Istri Mafqud”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2010.
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kemudian membuat mafgiidnya seorang istri. Perbedaan dengan skripsi penulis
terletak pada posita perkara yang diajukan, pada karya penulis terjadinya
pertikaian antara suami dan istri diketahui pada proses persidangan sedang di
posita tidak disebutkan.

Keenam, Mastur Hasin dengan judul “Putusan Hakim Tentang Suami
Ghaib (Mafqiid) Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengdilan Agama Kabupaten
Malang”.'* Dalam karya ini penulis menganalisa terhadap putusan majelis hakim
pada perkara suami yang ghaib. Dalam pertimbangannya majelis hakim
menggunakan metode ijtihad sehingga meskipun perkara yang masuk
pengadilan adalah perkara suami ghaib, juga terdapat unsur pertengkaran dan
juga pelanggaran taklik talak sehingga Hakim tetap pada pedomannya untuk
memutuskan perceraian dengan dasar Pasal 19 (f) peraturan pemerintah no.9
Tahun 1975 dan Pasal 116 (g) KHI. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak
pada subjek perkara yang diajukan, pada karya penulis istri yang menjadi subjek
yang mafqid.

Karya ilmiah yang telah ditelaah oleh penulis berkaitan dengan judul
yang diteliti, akan tetapi masing-masing karya ilmiah tersebut mempunyai titik
tekan atau fokus yang berbeda-beda. Penulis belum menemukan terkait dengan
penelitian perkara istri mafqud yang diakibatkan oleh musibah seperti pada
perkara yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta perkara nomor

(0396/Pdt.G/2016/PA.YKk). Pada perkara tersebut mafgudnya istri disebutkan

14 Mastur Hasin, “Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (mafqiid) Sebagai Alasan Cerai
Gugat di Pengdilan Agama Kabupaten Malang (Putusan No. 0038/Pdt.g/2008/PA.Kab.Mlg)”,
skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 20009.
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karena adanya musibah, namun setelah melalui proses persidangan diketahui
istri pergi dikarenakan hubungannya dengan suami tidak berjalan harmonis.
E. Kerangka Teoretik
Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian
dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah
Allah kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan yang
mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan
keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang
mencapai sakinah mawaddah warahmah ketiga hal ini merupakan suatu
keniscayaan yang sepatutnya tercapai.
ool Y I 3 ) Tdan 5 83 9 aSin ey Leall | il Lad g 3 pSsil (e oK1 B8 O 43T (19
1505 Ra

Tujuan perkawinan dirumuskan pada Pasal 3 KHI yaitu mempunyai
tujuan untuk menwujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah
warahmah.!®

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga terdapat hal-hal yang
mengharuskan putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap
dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini putusnya perkawinan

sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

15 Ar-Rum (30): 21

16 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fagih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,
(Yogyakarta: Gama Media), hIm.16-17.
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Walaupun perceraian itu diperbolehkan oleh agama Islam, tetapi
pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan
terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami istri, yaitu apabila terjadi
persengketaan atau keadaan tertentu yang membuat kehidupan rumah tangga

tersebut tidak lagi dapat hidup rukun.

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu
yang diatur di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38,
yakni:

a. Kematian

b. Perceraian

c. Putusan pengadilan

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila sudah cukup alasan. Adapun
alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian diatur dalam undang-undang
perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi
Hukum Islam Pasal 116 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan

17 Abi Dawud Sulaiman, Sunan Abi’ Dawud Jilid 2, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1994 M/1414
H), hlm. 226, hadist nomor 2178, “Kitab at-Thalaq”.
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2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri

6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 116 terdapat
beberapa ayat tambahan yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama
atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga
sebagai alasan perceraian.

Dari ketentuan di atas pada Pasal 116 KHI (b) dapat juga dipahami
bahwa jika seorang istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-
turut tanpa alasan atau bisa juga dimaknai hilang atau mafgiid, maka bagi suami
diperbolehkan untuk menceraikan istrinya dikarenakan istri tidak lagi dapat
bersama-sama mencapai tujuan perkawinan.

Dalam memeriksa perkara, majelis hakim harus meneliti terlebih dahulu

dan menelaah secara seksama terhadap bukti yang dijadikan sebagai bahan
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gugatan, sehingga majelis hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti
tersebut.®
Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti, hakim meletakkan dasar
putusannya, dan juga dapat mengantisipasi gugatan-gugatan yang tidak
berdasarkan pada suatu yang tidak realistis.
Para ulama fikih telah menetapkan hukum-hukum tentang mafqud, yaitu
. istri dari seorang yang mafqid tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hartanya
tidak boleh diwarisi dan segala haknya tidak boleh digunakan sampai orang
tersebut diketahui keadaannya dan jelas persolannya, apakah ia sudah meninggal
atau masih hidup. Penetapan masih hidupnya mafgiid berpegang pada kaidah
usul “istishab al-hal” (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang
pada keadaan semula sampai ada keterangan yang menetapkan kematiannya.*®
Dikalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat tentang
masa/tenggang waktu agar orang yang mafgiid itu dinyatakan meninggal dunia.
1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa maninggalnya mafqiid
diperkirakan dengan telah meninggalnya teman-teman segenarasi
yang berada di tempat asalnya. Apabila tidak ada lagi teman
segenerasinya yang hidup, maka orang yang Mafqid itu bisa
diputuskan telah meninggal dunia. Dalam riwayat lain dinyatakan

bahwa Abu Hanifah menetapkan batas usia mafqiid itu ialah 90 tahun.

18 Fachur Rahman, Hadist-Hadist Tentang Peradilan Agama, (Jakarta:Bulan Bintang,
1977), him.52.

19 Muhammad Ali Ash Shabuniy, Hukum Waris Islam, alih bahasa Sarmin Syukur
(Surabaya: Al-lkhlas, 1995), him. 250.
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2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar
penetapan meninggalnya orang yang mafquid ialah 70 tahun.

3. Mazhab Al-Syafii berpebdapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar
untuk menetapkan seseorang mafqiid telah meninggal dunia adalah 90
tahun. Namun pendapat yang rajah dikalangan mazhab Al-Syafii ialah
penetapan seseorang yang mafqiid telah meninggal dunia di tentukan
atas keputusan Hakim karena ia telah berijtihad dalam penetapannya
tersebut.

4. Mazhab Hanbali menyatakan bahwa apabila seorang hilang karena
sesuatu sebab, seperti peperangan, kapal karam, maka harus dilakukan
penyelidikan selama 4 tahun. Setelah itu barulah hartanya boleh
dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila hilangnya seseorang bukan
karena suatu sebab, maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal ada 2
alternatif, yaitu:

a. Menunggunya sampai melewati masa 90 tahun dari kelahirannya
karena biasanya usia maksimal 90 tahun.
b. Menyerahkan masalahnya kepada ijtihad Hakim
Dari pendapat ulama-ulama tersebut di atas dapat diambil suatu
kesimpulan yang lebih tepat untuk di berlakukan masa kini ialah pendapat yang
rajih dikalangan mazhab Al-Syafii serta pendapat kedua dari Imam Ahmad bin
Hanbal yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya seseorang yang

mafqiid di serahkan kepada ijtihad Hakim atau pemerintah setempat.2°

20 1bid, him. 252
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Dengan demikian Islam tidak memandang kaku terhadap perceraian,
akan tetapi juga tidak memberi ruang yang luas bagi perkara perceraian.
Perceraian hanya dapat dilakukan pada saat yang sangat mendesak ketika tidak
ada lagi keharmonisan dalam keluarga, maka pada saat itu perceraian menjadi
langkah terakhir.

Maslahah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dipertimbangkan
dalam penetapan suatu hukum. Karena secara esensial, hukum tersebut juga
diberlakukan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga menjadi sangat janggal
apabila hukum yang diberlakukan bagi manusia, namun malah memberikan
madharat bagi kelangsungan hidup manusia®

Adapun kaidah figih yang relevan dengan kasus ini yakni:

2200084l @i 5 mlliad) Cila

Islam memperbolehkan diputusnya perceraian oleh suami atau istri atas
kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan
tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak
terpuji tetapi bila keadaan dari pasangan suami isti menemukan jalan buntu
terhadap rumah tangga keduanya, maka perceraian adalah langkah terakhir yang
dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada.

F. Metode Penelitian
Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi Tinjauan

Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Istri Mafqud (Studi Putusan

2L H. Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Figh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), him.
248.
22 Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 6.
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Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. YK) ini, penyusun
menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak
menggunakan perhitungan, maksudnya ialah data-data yang dikumpulkan
menggunakan kata-kata.?®
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research),
yaitu data yang dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literatur
serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih relevan
serta berhubungan dengan objek penelitian.?* Pembahasan ada
relevansinya dengan apa yang menyebabkan terjadinya perceraian
karena istri Mafqud dalam putusan perkara nomor 0396/Pdt. G/2016/PA.
Yk. Penelitian ini telah menemukan landasan pemikiran sebagai upaya
pemecahan masalah, baik berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang
mendukung.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat preskriftif yaitu penelitian yang dilakukan
untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang

seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau pristiwa hukum.?

23 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseat (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), him. 7.

24 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta :Ghalia Indonesia,
1985), him. 42.

25 Mukti Fajar N D, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta : Pustaka
Pelajar, 2010), him.184.
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Obyeknya yaitu mengenai pertimbangan majelis hakim terhadap perkara

perceraian karena istri mafqiid nomor 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan cara menelusuri
kepada subyek penelitian berupa dokumen.?® Dokumen, berupa
berkas perkara perceraian karena isrti mafgiid dalam perkara nomor
0396/Pdt. G/2016/PA. Yk.

b. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang digunakan
dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan jalan sistematik dan
berlandaskan pada tujuan penelitian.?” Dalam hal ini responden
dikususkan kepada Hakim yang menangani perkara nomor 0396/Pdt.
G/2016/PA. Yk.

4. Pendekatan Masalah
Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan metode
pendekan normatif-yuridis, pendekatan normative yaitu pendekatan
suatu masalah yang didasarkan pada norma-norma dalm hukum Islam,
baik yang berasal dari Al-Quran, hadis, kitab-kitab dan lain sebagainya

yang berkaitan dengan mafqud , perceraian dan kemaslahatan.?®

26 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2012), him. 101.

2" 1bid., him. 88.

28 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju,
2008), him. 83
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Sedang pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang mengacu
pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang
digunakan.?® Dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang membahas
tentang tujuan perkawinan, serta aturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisi data yang digunakan penyusun vyaitu analisis
kualitatif dengan metode berpikir Induktif-Deduktif.*® Induktif yaitu
analisa data secara khusus untuk dijadikan kesimpulan yang umum.
Penyusun berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat dalam data
tentang perceraian karena istri mafqud di Pengadilan Agama Yogyakarta.
Penyusun berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta istri mafqid
menjadi kesimpulan sebagai alasan perceraian. Deduktif yaitu analisa
data secara umum yang dijadikan kesimpulan khusus. Dalam hal ini
dengan mengacu pada teks Al-Qur’an, Al-Hadis, pendapat para ulama
mazhab atau undang-undang yang berlaku apakah pertimbangan majelis

hakim telah sesuai dengan kaidah hukum islam atau tidak.

2 http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html,
akses 20 april 2019

%0 saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 40.


http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan gambaran
tentang skripsi ini maka berikut ini akan dijelaskan sistematika penulisan skripsi
tentang Perceraian Karena Istri Mafqid Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0396/Pdt. G/2016/PA. YK).

Skripsi ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan,
bagian isi dan bagian penutup kemudian dari tiga bagian utama tersebut
dijabarkan dalam lima bab dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan
dalam skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
yang memuat ide awal penelitian atau sebagai alasan ilmiah dilakukan
penelitian, kemudian rumusan masalah yang muncu karena adanya latar
belakang masalah yang memuat pertanyaan mendasar dilakukannya penelitian
ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjabarkan
kegunaan dari penelitian yang dilakukan dan tujun ilmiah mengapa penelitian
dilakukan, kemudian kerangka teori sebagai landasan dalam penelitian yang
dilakukan dan metode penelitian untuk mempermudah langkah-langkah dalam
penegerjaan skripsi dan yang terakhir sistematika pembahasan agar pembahasan
dalam penelitian lebih sistematis.

Bab Kedua akan membahas tentang penegertian umum tentang
perceraian dan mafqiid yang disusun dalam beberapa subbab, diantaranya:
tentang pengertian dan dasar hukum perceraian, tujuan pernikahan, alasan-

alasan terjadinya perceraian serta macam-macam perceraian, kemudian
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penejelasan tentang pengertian mafqiid menurut figh, pandangan para ulama
mazhab tentang mafqiid serta status hukum orang yang mafqiid menurut hukum
Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bab Ketiga berisi tentang penyelesaian perkara yang berisi tentang
duduk perkara, dasar hukum serta pertimbangan Hakim terhadap perkara
perceraian karena istri mafqiid perkara No. 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk.

Bab Keempat, merupakan hasil analisis data yang membahas tentang
dasar hukum dan pertimbangan Hakim terhadap perkara perceraian karena istri
mafqiid perkara No. 0396/Pdt. G/2016/PA. Yk.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian
dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian. Diakhiri mencantumkam daftar
pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna

menguji validitasi data.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perkara nomor
0396/PDT.G/2016/PA.YK, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai
berikut:
1. Dasar Hukum dan Pertimbangan hakim
a. Dasar Hukum
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
Pasal 125 HIR, KHI Pasal 119 huruf (b) dan huruf (f), serta Mas/ahah.
b. Pertimbangan Majelis Hakim
Tidak tercapainya tujuan perkawinan, Perginya Termohon enam Tahun
lamanya dan dilatarbelakangi oleh pertikaian dengan Pemohon, serta
adanya kemudharatan terhadap keduanya sehingga Majelis hakim
berpendapat bahwa dengan mengijinkan Pemohon menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon akan mendatangkan mas/ahah bagi
keduanya.
2. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif
a. Analisis Hukum Islam
Menurut hukum Islam pertimbangan majelis hakim pada perkara
nomor 0396/PDT.G/2016/PA.YK telah sesuai dan tidak bertentangan.

Majelis hakim melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
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yang sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan di

dalamnya terdapat kemudharatan yang harus di hilangkan.

aliall a8 g mllaall il

Majelis hakim berusaha meraih maslahah dan menolak yang mafsadah.

b. Analisis Hukum Positif
Dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim pada perkara nomor
0396/PDT.G/2016/PA.YK telah sesuai dengan hukum positif yang
berlaku di wilayah Indonesia. Majelis hakim membuat pertimbangan
atas dasar fakta persidangan yang didapatkan dari proses menemukan
fakta. Kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dilatarbelakangi
oleh adanya pertikaian antara keduanya, sebagaimana hal ini terungkap
di persidangan.
Alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah
Indonesia. Hal ini di akomodir pada Pasal 116 KHI huruf (f) dan huruf
(b).
B. Saran-Saran
1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta hendaknya
mencantumkan kaidah fikih yang digunakan dalam pertimbanganya.
Majelis hakim berpendapat adanya kemudharatan namun tidak

mencantumkan kaidah fikihnya.
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2. Bagi pasangan suami istri hendaknya lebih mengedepankan komunikasi
yang baik agar pertikaian dapat di minimalisir.

3. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan salah satu penelitian yang
hanya mengakaji bagian kecil dari persoalan cerai talak akibat istri mafqud.
Masih banyak persoalan lain yang berhubungan dengan perceraian yang
mungkin akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman.
Untuk peneliti selanjutnya dapat kiranya memberikan tambahan khazanah
keilmuan dari persoalan perceraian melihat bagaimana ijtihad hakim

terhadap perkara yang dihadapi.
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Pedoman Wawancara

. Selama ibu bertugas di pengadilan Agama Yogyakarta, apakah pernah
menangani kasus perceraian karena istri mafqud?

. Apakah perceraian karena istri mafqud masih banyak terjadi di Pengadilan
Agama Yogyakarta?

Factor-faktor apa saja yang melatar belakangi mafqudnya seorang istri?

. Sumber utama apa yang dipakai majelis hakim dalam memutuskan
perceraian karena istri mafqud

Mengapa majelis hakim terhadap pertimbangannya menititik beratkan
perkara ini pada pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah (PP) nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam.

. Terhadap proses penyelesaian perkara Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA. Yk
dalam pertimbangannya majelis Hakim tidak menjadikan mafqiid sebagai
pertimbangan dalam melihat perkara tersebut. Akan tetapi dalam posita
perkara disebutkan bahwa telah terjadi suatu musibah di Pantai Goa

Cemara Bantul yang mengakibatkan istri hilang (mafqud).
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LAMPIRAN I1

TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

No. | Bab | HIm. | Footnote Terjemahan
1 I I 2 “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya
ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan
untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sungguh, pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

2 I 13 17 “Perkara halal yang dibenci Allah adalah
perceraian”.

3 I 17 22 “Meraih yang maslahah dan menolak yang
mafsadah”.

4 ] 24 3 “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.

(setelah itu suami dapat) menahan dengan
baik atau melepaskan dengan baik”.

4 I 24 5 “wahai Nabi Apabila kamu menceraikan
istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan
mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.

5 I 29 16 “kemudian jika dia menceraikannya (setelah
talak yang kedua), maka perempuan itu tidak
halal lagi baginya sebelum dia menikah
dengan suami yang lain. Kemudian jika
suami yang lain itu menceraikannya, maka
tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama
dan bekas istri) untuk menikah kembali jika
keduanya berpendapat akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah
ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-
Nya kepada orang-orang berpengetahuan”.
6 ] 30 19 “jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya
tidak mampu menjalankan hukum-hukum
Allah, maka keduanya tidak berdosa atas
bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri)
untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum
Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.
Barang siapa melanggar hukum-hukum
Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.
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